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LAPORAN SINGKAT  

KOMISI V DPR RI 
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN DAERAH TERTINGGAL, TRANSMIGRASI, 
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL 

PENCARIAN PERTOLONGAN/BASARNAS) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tahun Sidang : 2025 – 2026 

Masa Sidang : V 

Rapat : Ke – 14 

Jenis Rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat 

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026 

Sifat : Terbuka 
Pukul : 14.30 WIB s.d 15.45 WIB 
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI. 
Acara : Penetapan Hasil Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) TA 2027. 

Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos.,M.Si 

Sekretaris : Nina Herlina, S.H 

Hadir Anggota : … dari 48 orang Anggota Komisi V DPR RI. 

Hadir Mitra : Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri 
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan 
Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Transmigrasi, Kepala 
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan Kepala Badan 
Nasional Pencarian dan Pertolongan/Basarnas beserta jajaran. 

 
KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT 

 
I. PENDAHULUAN 

1. Rapat dibuka pada pukul 13.54.WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan 
terbuka untuk umum. 

2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Rapat Dengar Pendapat Komisi 
V DPR RI dengan Semua mitra Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini adalah Penetapan 
Hasil Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2027. 

3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Mitra Kerja Komisi V DPR RI untuk menyampaikan 
paparan dan penjelasannya. 

4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan 
pertanyaan dan tanggapan. 
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II.  KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT: 
 

1. Komisi V DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian 

Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan 

Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, Badan Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

(BNPP/Basarnas) sesuai dengan surat  Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri 

Keuangan RI Nomor: S-228/MK.03/2026 dan B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 hal Pagu Indikatif 

Belanja Kementerian/Lembaga dan DAK TA 2027 tanggal 7 Mei 2026, sebagai berikut : 

Dalam ribu rupiah 

NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 

PAGU 
KEBUTUHAN 

TA.2027 

PAGU 
INDIKATIF 
TA.2027 

SELISIH/ 
BACKLOG 

A B C = A-B 

1. 
Kementerian Pekerjaan 
Umum  

219.810.876.627  98.470.089.987  121.340.786.640 

2. Kementerian Perhubungan 55.162.245.848  28.349.112.060 26.813.133.788 

3. 
Kementerian Perumahan 
dan Kawasan Permukiman 

106.000.262.268 9.913.961.500 96.086.300.768 

4. 
Kementerian Desa dan 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal 

5.513.617.837  1.785.294.597  3.728.323.240  

5 Kementerian Transmigrasi 1.919.824.692  400.269.228  1.519.555.464  

6. 
Badan Meteorologi 
Klimatologi Dan Geofisika 
(BMKG) 

4.648.957.382 2.161.232.882 2.487.724.500 

7. 
Badan Nasional Pencarian 
Dan Pertolongan (BNPP/ 
Basarnas) 

3.860.695.049 1.251.234.132 2.609.460.917 

Selanjutnya, Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, 

Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, Badan 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Pencarian dan 

Pertolongan (BNPP/Basarnas) akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk 

membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai 

mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

2. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian 

Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan 

Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, Badan Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

(BNPP/Basarnas) untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program 

dalam RAPBN TA 2027 sesuai dengan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR RI. 
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3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian 

Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan 

Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, Badan Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

(BNPP/Basarnas): 
 

a) untuk menyampaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) TA 2027 masing-masing mitra pada rapat mendatang.  

b) anggaran yang dialokasikan untuk pasca bencana dipisahkan dari pagu indikatif 

Kementerian dan Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI. 

  III.    PENUTUP 

     Rapat ditutup pukul 15.45.WIB. 

Jakarta, 17 Juni 2026 
 

KETUA RAPAT, 

                                                                          ttd 
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WAKIL KETUA 
KOMISI V DPR RI 
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RIDWAN BAE 

WAKIL KETUA 
KOMISI V DPR RI 
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ANDI IWAN DARMAWAN ARAS 

WAKIL KETUA 
KOMISI V DPR RI 
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ROBERTH ROUW 

WAKIL KETUA 
KOMISI V DPR RI 
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SYAIFUL HUDA 

 
 

MENTERI PEKERJAAN UMUM, 
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DODY HANGGODO 

MENTERI PERUMAHAN DAN 
KAWASAN PERMUKIMAN, 

ttd 
 

MARUARAR SIRAIT 

MENTERI PERHUBUNGAN, 
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DUDY PURWAGANDHI 

 
 

MENTERI TRANSMIGRASI, 
 

ttd 
 

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA 

 
 

MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN 
DAERAH TERTINGGAL, 

ttd 

 
YANDRI SUSANTO 

KEPALA BADAN METEOROLOGI 
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, 

ttd 
 

TEUKU FAISAL FATHANI 

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN 
DAN PERTOLONGAN, 

ttd 
 

MOHAMMAD SYAFII 
 

 


